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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas Undang-Undang 

dalam memenuhi hak kemakmuran masyarakat adat sebagaimana diamanatkan 

dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 

Dasar Pokok-Pokok Agraria dan peraturan daerah yang mengatur hak ulayat. Selain 

itu, penelitian ini juga bertujuan sebagai dasar untuk memberikan rekomendasi 

terhadap Undang-Undang yang mengatur pengakuan hak ulayat di Kawasan hutan, 

sehingga negara dapat memberikan perlindungan yang memadai terhadap 

kemakmuran masyarakat hukum adat. Metode penelitian yang digunakan adalah 

penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, 

pendekatan konseptual, dan pendekatan historis. Selama proses penelitian, 

ditemukan beberapa aspek penting yang perlu dipertimbangkan. Pertama, meskipun 

Pemerintah telah mengeluarkan regulasi-regulasi terkait perlindungan hak 

kemakmuran masyarakat hukum adat, termasuk hak individu dan aset mereka, 

terutama hutan adat, masih terdapat kebijakan yang tidak sesuai dengan ketentuan 

yang telah ditetapkan oleh oknum dan pejabat tertentu. Hal ini dapat menyebabkan 

konflik lahan, seperti yang terjadi di Hutan Adat Pubabu Kabupaten Timor Tengah 

Selatan. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk memastikan 

konsistensi dan keadilan dalam penerapan peraturan, serta penegakan hukum yang 

tegas terhadap pelanggaran. 

Kedua, perluasan bantuan hukum untuk masyarakat adat masih diperlukan. 

Keputusan mengenai status hutan adat seharusnya tidak hanya berdasarkan aspek 

administratif, tetapi juga harus mempertimbangkan perspektif hak asasi manusia, 

terutama hak ekonomi, sosial, dan budaya. Frase "sesuai dengan perkembangan 

masyarakat dan tidak bertentangan dengan prinsip negara Indonesia" perlu 

dijelaskan secara lebih praktis, mengingat pembatasan ini dapat disalahgunakan 

untuk merampas hak-hak adat secara sewenang-wenang. 

Rekomendasi dari penelitian ini adalah perlunya perbaikan dan pembaruan 

dalam regulasi yang mengatur hak kemakmuran masyarakat adat dan pengakuan 

hak ulayat. Pemerintah harus aktif berkolaborasi dengan masyarakat adat dalam 

merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang lebih inklusif dan adil. Selain itu, 

diperlukan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang kuat untuk 

mencegah penyalahgunaan wewenang oleh pihak tertentu. Dengan demikian, 

diharapkan hak kemakmuran masyarakat adat dapat lebih terlindungi dan dipenuhi 

sesuai semangat peraturan yang telah ditetapkan. 

Kata kunci: Hak ulayat, Hutan Ulayat, Masyarakat Adat, Pengakuan, Pubabu 
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ABSTRAC 

This research aims to evaluate the effectiveness of the Law in fulfilling the 

right to prosperity of indigenous peoples as mandated in Article 2 and Article 3 of 

Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Principles and regional 

regulations governing customary rights. In addition, this research also aims as a 

basis for providing recommendations for laws governing the recognition of 

customary rights in forest areas, so that the state can provide adequate protection 

for the prosperity of indigenous peoples. The research method used is normative 

research using a statutory approach, conceptual approach, and historical 

approach. During the research process, several important aspects were found that 

need to be considered. First, although the Government has issued regulations 

related to the protection of the prosperity rights of indigenous peoples, including 

their individual rights and assets, especially customary forests, there are still 

policies that are not in accordance with the provisions that have been set by certain 

individuals and officials. This can lead to land conflicts, such as what happened in 

the Pubabu Customary Forest in South Central Timor District. Therefore, further 

efforts are needed to ensure consistency and fairness in the application of 

regulations, as well as strict law enforcement against violations. 

Second, the expansion of legal aid for indigenous peoples is still needed. 

Decisions on the status of customary forests should not only be based on 

administrative aspects, but should also consider human rights perspectives, 

especially economic, social and cultural rights. The phrase "in accordance with the 

development of society and not contrary to the principles of the Indonesian state" 

needs to be explained in a more practical manner, given that this restriction can be 

misused to arbitrarily deprive indigenous rights. 

The recommendation from this research is the need for improvements and 

updates in the regulations governing the prosperity rights of indigenous peoples 

and the recognition of ulayat rights. The government must actively collaborate with 

indigenous peoples in formulating and implementing policies that are more 

inclusive and equitable. In addition, strong monitoring and law enforcement 

mechanisms are needed to prevent abuse of authority by certain parties. Thus, it is 

hoped that the prosperity rights of indigenous peoples can be better protected and 

fulfilled in accordance with the spirit of the regulations that have been established. 

Keywords: Keywords: Customary rights, Customary Forest, Indigenous Peoples, 

Recognition, Pubabu 
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